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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dampak penyebaran corona virus disease 2019
(COVID-19) telah memengaruhi semua aktivitas sosial,
ekonomi, dan kehidupan masyarakat di Indonesia,
perlu ada kebijakan untuk melindungi kesehatan dan
keselamatan jiwa masyarakat serta sektor usaha;

b. bahwa untuk merespon dampak penyebaran corona
virus disease 2019 (COVID-19) di Indonesia terhadap
kesehatan dan keselamatan jiwa serta sektor usaha
diperlukan dana anggaran pendapatan dan belanja
negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah,
kontribusi dan sumbangan masyarakat, dukungan
ketersediaan Sumber Daya Manusia di Bidang
Kesehatan yang cukup, mendorong industri produk
Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga, dan menjaga stabilitas pasar saham;

c. bahwa diperlukan dasar hukum atas dukungan

masyarakat dalam  bentuk  sumbangan = dan
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Mengingat

ketersediaan tenaga Sumber Daya Manusia di Bidang
Kesehatan, mendorong industri Alat Kesehatan
dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan
menjaga stabilitas pasar saham dalam bentuk fasilitas
Pajak Penghasilan dalam rangka penanganan dampak
corona virus disease 2019 (COVID-19) dalam bentuk
Peraturan Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf
e, Pasal 6 ayat (1) huruf i, Pasal 21 ayat (5), dan Pasal
35 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat
dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakannya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang
selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga
pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang penanggulangan
bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah badan
pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan
penanggulangan bencana di daerah.

Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan
adalah badan yang telah ~memperoleh izin
penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dari
pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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10.

11.
12.

Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan adalah
tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang
kesehatan yang terlibat dan  bekerja  serta
mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen
kesehatan.

Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin
dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang
digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,
menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat
orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia,
dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki
fungsi tubuh.

Perbekalan  Kesehatan  Rumah  Tangga  yang
selanjutnya disingkat dengan PKRT adalah alat,
bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan
dan perawatan untuk kesehatan manusia, yang
dituyjukan untuk penggunaan di rumah tangga dan
fasilitas umum.

Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau
perseroan yang melakukan penawaran umum saham,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal.

Pemerintah meliputi pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.

Pihak adalah orang pribadi atau badan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 2

Pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi fasilitas

Pajak Penghasilan:

1.
2.

tambahan pengurangan penghasilan neto;

sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan
bruto;

tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh

Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan;
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penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas
penggunaan harta; dan
pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di

bursa,

dalam rangka penanganan COVID-19.

BAB II
TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

Pasal 3

Kepada Wajib Pajak dalam negeri yang memproduksi

Alat Kesehatan dan/atau PKRT wuntuk keperluan

penanganan COVID-19 di Indonesia dapat diberikan

tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30%

(tiga puluh persen) dari biaya yang dikeluarkan.

Tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar

30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. dihitung dari biaya untuk memproduksi Alat
Kesehatan dan/atau PKRT yang diperlukan dalam
rangka penanganan COVID-19, yang dikeluarkan
sampai dengan tanggal 30 September 2020; dan

b. dibebankan sekaligus pada Tahun Pajak saat
biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dikeluarkan.

Dalam hal terdapat biaya bersama bagi Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat

dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya
penghasilan kena pajak, pembebanannya dialokasikan
secara proporsional.

Alat Kesehatan dan/atau PKRT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan Alat Kesehatan

dan/atau PKRT sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kesehatan.

Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. masker bedah dan respirator N95;
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